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WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR: 89 TAHUN 2017
TENTANG

PENERTIBAN TERNAK

WALIKOTA PALOPO,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota
Palopo Nomor O7 Tahun 2006 tentang Peternakan dan
Penertibannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor
07 Tahun 2006 Seri E Nomor 07 Tanggal 06 Juni 2006,
terkait pemilik ternak yang tidak mengurus ternaknya
dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan
maupun penularan penyakit kepada manusia serta dapat
mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan umum, merusak
keindahan dan kebersihan kota;

bahwa untuk terpeliharanya kelestarian lingkungan,
pencegahan penularan penyakit dan menghindari gangguan
lalu lintas di jalan umum, perlu mengatur kepemilikan
ternak yang ditetapkan dengan Peraturan walikota;

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Koolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nmor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indnesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5015);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3101);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 28, Tambahan lembaran Negara nomor 3253)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3925);

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Rencana
Umum Tata Ruang (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun
2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 07 Tahun 2006 tentang
Peternakan dan Penertibannya;

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2017;

Peraturan Walikota Palopo Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Palopo Tahun Anggaran 2017.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PENERTIBAN
TERNAK

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kota Palopo;

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom;

Walikota adalah Walikota Palopo;

Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Kota Palopo;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan
Perkebunan Kota Palopo;

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Palopo;

Penyidik adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten atau Kota. Camat berkedudukan sebagai
koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah
Kecamatan serta berada dibawah dan tanggungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah,;

Lurah adalah Pimpinan dari Kelurahan yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Camat;

Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat adalah Pengemban Polisi Masyarakat di
Desa/kelurahan

Tempat Penampungan Ternak adalah suatu tempat untuk
Penampungan Hewan dari hasil Penertiban yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Palopo;

Ternak adalah hewan  peliharaan yang produknya
diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku
industri, jasa, atau hasil ikutannya yang terkait dengan
pertanian;

Peternak adalah Perorangan atau Badan Hukum yang
Melakukan usaha Peternakan;

Buku Register Ternak yang selanjutnya disebut BRT adalah
buku tempat mencatat jenis dan jumlah ternak yang dimiliki
oleh setiap peternak disetiap Kelurahan di Kota Palopo.

Erteag adalah tanda Cap yang diberikan setiap hewan untuk
mengetahui identitas dan kesehatan hewan,

Obat bius adalah Obat yang ditembakkan untuk
melumpuhkan Ternak

Retribusi adalah Pungutan biaya yang dikenakan kepada
pemilik ternak atas jasa dan biaya lainnya akibat dari
Penertiban tersebut.



BABII
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib
pengelolaan usaha Peternakan, baik secara perorangan maupun
dalam bentuk badan usaha, agar setiap pengelola atau pemilik
ternak patuh dan taat terhadap aturan atau ketentuan yang telah
ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan
pemukiman yang bersih dan nyaman, bebas dari pencemaran
lingkungan dan tidak mengganggu kelancaran Lalu Lintas serta
Fasilitas Umum lainnya.

BABII
LARANGAN
Pasal 4

Setiap pemilik ternak tidak diperkenankan melepaskan ternaknya
untuk berkeliaran sehingga dapat :

a. mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan umum;

b. mengganggu atau merusak barang milik orang lain;

c. menimbulkan pencemaran dan meresahkan masyarakat;

d. merusak keindahan dan kebersihan kota

Pasal S

(1) Pemilik ternak yang mengeluarkan ternaknya dari kandang
atau penangkarannya harus digembalakan ditempat yang
aman dan dijaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

(2) Ternak yang digembalakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak boleh menimbulkan hal yang tidak diperkenankan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

(3) Ternak yang berkeliaran akan ditertibkan oleh Tim Terpadu
yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas
Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Para Camat, Lurah
Bhabinkamtibmas dan Bagian Hukum;

(4) Pemilik ternak dari ternak yang terjaring dikenakan biaya

pemeliharaan.
BAB IV
MEKANISME PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 6

(1) Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Peternakan dan
Perkebunan, Camat, Lurah, Bhabinkamtibmas secara berkala
dan berkelan jutan;

(2) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim terpadu dengan
Keputusan Walikota;

(3) Pemilik ternak yang melakukan usaha peternakan, ternaknya
harus dikandangkan atau ditangkarkan sesuai dengan habitat
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kehidupan ternaknya serta menanam Hijauan Pakan Ternak

(HPT);

Setiap pemilik ternak dalam melakukan usahanya wajib

memelihara kesehatan ternaknya dari penyakit yang

membahayakan manusia,

Penetapan kandang atau penangkaran harus jauh dari :

a. Pemukiman penduduk;

b. Rumah ibadabh;

c. Tempat pendidikan

d. Sungai-sungai/ sumber-sumber air bersih yang berada
diwilayah kota palopo;

e. Pasar;

f. Terminal;

g. Tempat-tempat keramaian lainnya

h. Fasilitas Umum

Penetapan kandang atau penangkaran harus ditempatkan

pada lahan miliknya atau lahan millk orang lain atas

persetujuan pemiliknya dan memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan;

Radius kejauhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur

sesuai dengan situasi dan kondisi pemukiman yang aman.

Sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) untuk point a, b, c, d, e,

f, g, dan h tidak diperbolehkan;

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan
dalam bentuk teguran atau peringatan;

Apabila pemilik ternak tidak mengindahkan teguran atau
peringatan yang diberikan, akan dilakukan tindakan
penertiban dengan upaya paksa dan selanjutnya dilaporkan
kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Tim Terpadu yaitu Satuan Polisi Pamong Praja,
Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Para Camat,
Lurah, Bhabinkamtibmas dan Bagian Hukum;

Biaya operasional Tim terpadu petugas penertiban pemilik
ternak yang ditunjuk akan dijabarkan dalam RKA Dinas
Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.

Pasal 8

Ternak yang berkeliaran ditemukan oleh petugas Tim Terpadu
pada saat operasi berjalan, langsung diamankan dan
selanjutnya diangkut ketempat Penampungan ternak (Rumah
tahanan ternak) tanpa didahului dengan teguran atau
peringatan kepada pemiliknya;

Rumah tahanan ternak di lengkapi dengan sarana dan
prasarana sesuai standar dan di anggarkan oleh Organisasi
Perangkat Daerah yang membidangi masalah tersebut;
Penjagaan Ternak oleh petugas Tim Terpadu segera
memberitahukan kepada pemiliknya atau dikoordinasikan
dengan lurah setempat paling lambat 2 x 24 jam untuk
diambil kembali;

Wilayah tempat Penampungan ternak (Rumah tahanan ternak])
ditetapkan berlokasi di Toipi Kelurahan Padang Lambe,
Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.
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BABV
PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK

Pasal 9
Ternak yang sudah ditertibkan akan diperiksa kesehatannya
oleh petugas dari Dinas pertanian, Peternakan dan
Perkebunan sebelum dimasukkan ke tempat Penampungan
Ternak maupun Pemeriksaan secara berkala selama ternak
tersebut masih di tempat penampungan;

Biaya pemeriksaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibebankan kepada pemilik ternak.

BAB V1

BIAYA PEMELIHARAAN PENERTIBAN TERNAK
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(2)
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Pasal 10

Pemilik ternak yang ternaknya tertangkap Tim Terpadu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan tenggang
waktu untuk mengambilnya kembali paling lama 7 (tujuh) hari
dengan membayar pemeliharaan yang sudah ditetapkan;
Ternak yang tidak diambil setelah lewat 7 (tujuh) hari
dikategorikan sebagai ternak tak bertuan dan dapat dilelang
oleh Pemerintah Kota Palopo;

Hasil pelelangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disetorkan Kas Daerah;

Ternak yang tertangkap akan dimasukkan ke dalam
Penampungan Rumah Tahanan Ternak akan dikenakan biaya
pemeliharaan;

Selama waktu penampungan lewat 7 hari apabila ternak
tersebut sakit, mati atau hilang maka hal tersebut merupakan
resiko pemilik ternak;

Pasal 11

Biaya Pemeliharaan ternak yang ditangkap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada pemilik
ternak dengan rincian sebagai berikut :

Ternak Sapi, Kerbau dan Kuda
Biaya Kesehatan Hewan

Rp. 100.000/ekor per hari
Rp. 50.000/ekor per hari

Biaya Pakan Ternak = Rp. 30.000/ekor per hari
Biaya Penjagaan = Rp. 20.000/ekor per hari
Biaya Angkutan = Rp. 100.000/ekor

Jumlah = Rp. 300.000/hari

Ternak kambing
Biaya Kesehatan Hewan

Rp. 50.000/ekor per hari
Rp. 50.000/ekor per hari

Biaya Pakan Ternak Rp. 30.000/ekor per hari
Biaya Penjagaan Rp. 20.000/ekor per hari
Biaya Angkutan Rp.  50.000/ekor

Jumlah = Rp. 200.000/hari



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo
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Diundangkan di Palopo

pada ta al 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO

9
JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN

NOMOR 89

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA PALOPO,

. JUDAS AMIR

2017



